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TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
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Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG
KETENAGAKERJAAN

I. UMUM
Pembangunan  ketenagakerjaan  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan

Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dilaksanakan  dalam rangka  pembangunan  manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga
diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan  ketenagakerjaan  harus  diatur  sedemikian  rupa sehingga terpenuhi  hak-hak  dan  perlindungan  yang
mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif
bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai  banyak  dimensi  dan  keterkaitan.  Keterkaitan  itu  tidak  hanya  dengan
kepentingan  tenaga  kerja  selama,  sebelum  dan  sesudah  masa  kerja  tetapi  juga  keterkaitan  dengan  kepentingan
pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain
mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya
perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan  hubungan  industrial  sebagai  bagian  dari  pembangunan  ketenagakerjaan  harus  diarahkan  untuk  terus
mewujudkan  hubungan  industrial  yang  harmonis,  dinamis,  dan  berkeadilan.  Untuk  itu,  pengakuan  dan  penghargaan
terhadap hak asasi  manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat
kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga
kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang
merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan
tenaga  kerja  dan  sistem  hubungan  industrial  yang  menonjolkan  perbedaan  kedudukan  dan  kepentingan  sehingga
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.
Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:
-   Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad tahun 1887

No. 8);
-   Ordonansi  tanggal  17  Desember  1925  Peraturan  tentang Pembatasan  Kerja  Anak  Dan  Kerja  Malam bagi  Wanita

(Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
-   Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926

Nomor 87);
-   Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad

Tahun 1936 Nomor 208);
-   Ordonansi  tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau  Dikerahkan Dari  Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939

Nomor 545);
-   Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);
-   Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari

Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
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-   Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat  Buruh dan Majikan (Lembaran
Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598 a);

-   Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
-   Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1961  tentang  Wajib  Kerja  Sarjana  (Lembaran  Negara  Tahun  1961  Nomor  207,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
-   Undang-undang  Nomor  7  Pnps  Tahun  1963  tentang  Pencegahan Pemogokan  dan/atau  Penutupan  (Lock  Out)  Di

Perusahaan, Jawatan dan Badan yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
-   Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara

Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
-   Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3702);
-   Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); dan
-   Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-
undang Nomor  25  Tahun 1997 tentang  Ketenagakerjaan Menjadi  Undang-undang (Lembaran Negara  Tahun 2000
Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).

-   Peraturan perundang-undangan tersebut di  atas dipandang perlu untuk dicabut dan diganti  dengan Undang-undang
yang baru. Ketentuan-ketentuan yang masih relevan dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung dalam
Undang-undang  ini.  Peraturan  pelaksanaan  dari  undang-undang  yang  telah  dicabut  masih  tetap  berlaku  sebelum
ditetapkannya peraturan baru sebagai pengganti.
Undang-undang ini disamping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan

zaman,  dimaksudkan  juga  untuk  menampung  perubahan  yang  sangat  mendasar  di  segala  aspek  kehidupan  bangsa
Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998.

Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja dikenal melalui 8
(delapan) konvensi dasar International Labour Organization (ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok yaitu:
-   Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98);
-   Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
-   Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
-   Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 ).

Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi  manusia di tempat kerja antara lain diwujudkan
dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut,
maka  Undang-undang  ketenagakerjaan  yang  disusun  ini  harus  pula  mencerminkan  ketaatan  dan  penghargaan  pada
ketujuh prinsip dasar tersebut.
Undang-undang ini antara lain memuat:
-   Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
-   Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
- Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh;
- Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna

meningkatkan produktivitas kerja dan produktivitas perusahaan.
- Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga

kerja  pada  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab
pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja;

- Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
-  Pembinaan  hubungan  industrial  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  diarahkan  untuk  menumbuhkembangkan

hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;
-  Pembinaan  kelembagaan  dan sarana  hubungan  industrial,  termasuk  perjanjian  kerja  bersama,  lembaga  kerja  sama

bipartit,  lembaga kerja  sama tripartit,  pemasyarakatan hubungan industrial  dan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;

-  Perlindungan  pekerja/buruh,  termasuk  perlindungan  atas  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  untuk  berunding  dengan
pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak,
dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;

- Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini
benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab
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itu,  pembangunan  ketenaga-kerjaan  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  manusia  dan  masyarakat  Indonesia  yang
sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual.

Pasal 3
Asas  pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai  dengan  asas  pembangunan nasional,  khususnya asas
demokrasi  Pancasila  serta  asas  adil  dan merata.  Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai  banyak  dimensi  dan
keterkaitan  dengan  berbagai  pihak  yaitu  antara  pemerintah,  pengusaha  dan  pekerja/buruh.  Oleh  sebab  itu,
pembangunan ketenaga-kerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.

Pasal 4
Huruf a

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan
kesempatan  kerja  seluas-luasnya  bagi  tenaga  kerja  Indonesia.  Melalui  pemberdayaan  dan  pendayagunaan  ini
diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan
tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.

Huruf b
Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh
tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan
tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 5
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang
layak tanpa membedakan jenis  kelamin,  suku,  ras,  agama, dan aliran  politik  sesuai  dengan minat dan kemampuan
tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Pasal 6
Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama,
warna kulit, dan aliran politik.

Pasal 7
Ayat (1)

Perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dilakukan melalui pendekatan perencanaan
tenaga kerja nasional, daerah, dan sektoral.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan
secara sistematis yang memuat  pendayagunaan tenaga kerja  secara optimal,  dan produktif  guna mendukung
pertumbuhan ekonomi  atau  sosial,  baik  secara  nasional,  daerah, maupun sektoral  sehingga dapat  membuka
kesempatan  kerja  seluas-luasnya,  meningkatkan  produktivitas  kerja  dan  meningkatkan  kesejahteraan
pekerja/buruh.

Huruf b
Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan
secara sistematis  dalam suatu  instansi,  baik instansi  pemerintah  maupun swasta  dalam rangka meningkatkan
pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada
instansi atau perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Informasi ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai  dengan maksud disusunnya perencanaan tenaga kerja
nasional, perencanaan tenaga kerja daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Ayat (2)
Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, partisipasi swasta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
ketenagakerjaan. Pengertian swasta mencakup perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di
pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

Ayat (3)
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Cukup jelas

Pasal 9
Yang  dimaksud dengan  peningkatan  kesejahteraan  dalam pasal  ini  adalah  kesejahteraan  bagi  tenaga  kerja  yang
diperoleh karena terpenuhinya kompetensi kerja melalui pelatihan kerja.

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Penetapan standar kompetensi kerja dilakukan oleh Menteri dengan mengikutsertakan sektor terkait.
Ayat (3)

Jenjang pelatihan kerja pada umumnya terdiri atas tingkat dasar, terampil, dan ahli.
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Pengguna tenaga kerja terampil  adalah pengusaha, oleh  karena itu pengusaha bertanggung jawab mengadakan
pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya.

Ayat (2)
Peningkatan  dan/atau  pengembangan  kompetensi  diwajibkan  bagi  pengusaha  karena  perusahaan  yang  akan
memperoleh manfaat hasil kompetensi pekerja/buruh.

Ayat (3)
Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan serta kesempatan yang ada di perusahaan agar tidak
mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan.

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelatihan kerja swasta juga termasuk pelatihan kerja perusahaan.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Pendaftaran  kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi  pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan
informasi sehingga hasil pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan dapat berdayaguna dan berhasilguna secara
optimal.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif
melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)

Sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai unsur pelatihan kerja yang antara lain
meliputi  peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan
adanya sistem pelatihan kerja nasional, semua unsur dan sumber daya pelatihan kerja nasional yang tersebar di
instansi pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial
tenaga kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.
Hak  pengusaha  antara  lain  berhak  atas  hasil  kerja/jasa  peserta  pemagangan,  merekrut  pemagang  sebagai
pekerja/buruh bila memenuhi persyaratan.
Kewajiban  peserta  pemagangan  antara  lain  menaati  perjanjian  pemagangan,  mengikuti  tata  tertib  program
pemagangan, dan mengikuti tata tertib perusahaan.
Adapun  kewajiban  pengusaha  antara  lain  menyediakan  uang  saku  dan/atau  uang  transpor  bagi  peserta
pemagangan,  menyediakan  fasilitas  pelatihan,  menyediakan  instruktur,  dan  perlengkapan  keselamatan  dan
kesehatan kerja.
Jangka  waktu  pemagangan  bervariasi  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  diperlukan  untuk  mencapai  standar
kompetensi yang ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.

Ayat (3)
Dengan status sebagai pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan, maka berhak atas segala hal yang diatur
dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 23
Sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk dan/atau diakreditasi oleh pemerintah bila programnya
bersifat umum, atau dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan bila programnya bersifat khusus.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan dalam ayat ini adalah agar terjamin tersedianya tenaga terampil dan
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